
Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006
E-mail: set.sulsel@bawaslu.go.id/bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id

Nomor      : 5/HK.04.00/K.SN/02/2024                         Makassar, 25 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu 

  Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Program dan Jadwal
  Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Yth.
1. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 

Kepengurusan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
2. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi Sulawesi Selatan
3. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Petugas Penghubung Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan/

Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun
2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

3. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun
2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

8. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

9. Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  20  Tahun  2023 tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan
Umum. 

10. Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

12. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum   Nomor  1644  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2024.

13. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1632  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

14. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  1563 Tahun  2023  tentang  Daftar  Calon
Tetap Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai
Politik  Peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota
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Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun
2024.

16. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4321/PL.01,4-
PU/73/2023  tentang  Daftar  Calon  Tetap  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka  menjalankan tugas pencegahan pelanggaran  dan sengketa proses
Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

(a) Pasal  97  huruf  (a),angka (1)  dan  angka (2)  Undang-Undang Republik  Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

(b) Pasal  2  huruf  (a)  dan  huruf  (b)  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bertugas  melakukan
pencegahan terhadap:
a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum:

Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun
2023  tentang  Pengawasan  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum,  pada  Pasal-Pasal
sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

(1) Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan
kewenangan  masing-masing  melakukan  pengawasan  Dana  Kampanye
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  secara
bersama-sama dengan  panitia  pengawas  Pemilu  kecamatan,  panitia  pengawas
Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri  sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 3, yang berbunyi:

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
a. tahapan Dana Kampanye;
b. sumber dan bentuk Dana Kampanye; dan
c. batasan jumlah sumbangan Dana Kampanye.

(2) Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan
kewenangan masing-masing berkoordinasi  dengan KPU,  KPU Provinsi,  dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk mendapatkan akses
Sikadeka dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5, yang berbunyi:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap
tahapan Dana Kampanye yang meliputi:
a. pembukuan Dana Kampanye;
b. pelaporan Dana Kampanye; dan
c. audit laporan Dana Kampanye.

3. Peraturan  mengenai  Program  dan  Jadwal  Kegiatan  Penyampaian  Laporan  Dana
Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 :
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Lampiran I  Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KAP:
Jadwal awal pada Hari Jumat, 23 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Kamis,
29 Februari 2024.

b) Audit Laporan Dana Kampanye:
Jadwal awal pada Hari Jumat, 23 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat,
29 Maret 2024.

c) Penyampaian  Hasil  Audit  dari  KAP  kepada  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU
Kabupaten/Kota:
Jadwal awal pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 29
Maret 2024.

d) Penyampaian Hasil Audit Kepada Peserta Pemilu:
Jadwal awal pada Hari Minggu, 24 Maret 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 5
April 2024.

e) Pengumuman Hasil Audit:
Jadwal awal pada Hari Minggu, 24 Maret 2024 dan jadwal akhir pada Hari Senin, 8
April 2024.

4. Peraturan mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK):

Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebaga berikut:

Pasal 1 angka (24), yang berbunyi:

24. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat
LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye.

Pasal 3, yang berbunyi:

(1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:
a. pembukuan Dana Kampanye;
b. pelaporan Dana Kampanye; dan
c. audit Laporan Dana Kampanye.

(2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.

(3) Audit  Laporan  Dana  Kampanye  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c
merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk
oleh KPU.

Pasal 50, yang berbunyi:

(1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf c memuat informasi:
a. RKDK;
b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c. saldo  awal  pembukuan  yang  merupakan  sisa  saldo hasil  penerimaan

sumbangan  dan  pengeluaran untuk  kegiatan  Kampanye  apabila  diterima
sebelum periode pembukuan;

d. catatan  penerimaan  dan  pengeluaran  Partai  Politik Peserta  Pemilu  termasuk
sebelum pembukaan RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

(2) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3
(tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari
sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
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(3) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
LPPDK  calon  anggota DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  yang
bersangkutan.

(4) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan menggunakan formulir MODEL-LPPDK PARPOL.

(5) Ketentuan  mengenai  formulir  MODEL-LPPDK  PARPOL sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (4)  tercantum  dalam Lampiran  XIV  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(6) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus Partai
Politik sesuai dengan tingkatannya.

(7) LPPDK  calon  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

(8) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)  berhalangan  tetap, LPPDK dapat  ditandatangani  oleh  pihak  yang  berwenang
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta
Pemilu yang bersangkutan.

(9) Pengurus  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang  berhalangan tetap  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (8)  dibuktikan dengan  surat  keterangan  pendelegasian  dari
Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.

(10) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi keadaan:
a. meninggal dunia;
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Pasal 53, yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.

(2) LPPDK calon  anggota  DPR,  DPRD provinsi,  dan DPRD kabupaten/kota  menjadi
satu  kesatuan  dengan  LPPDK Partai  Politik  Peserta  Pemilu  sesuai  dengan
tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau
KPU Provinsi.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  dengan mengirimkan data  dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui
Sikadeka.

(4) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama
15 (lima belas)  Hari  sesudah hari  pemungutan suara,  paling  lambat  pukul  23.59
waktu setempat.

(5) Penyampaian  LPPDK  Partai  Politik  Peserta  Pemilu dilampiri  dengan  LADK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49.

(6) Dalam  hal  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tidak menyampaikan  LPPDK,  KPU
menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui  Sikadeka untuk dilakukan
audit

Pasal 76, yang berbunyi:

(1) LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c
memuat informasi:

a. RKDK;
b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan

dan  pengeluaran untuk  kegiatan  Kampanye  apabila  diterima sebelum periode
pembukuan;

d. catatan  penerimaan dan  pengeluaran  Calon  Anggota DPD termasuk sebelum
pembukaan RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD;
f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

(2) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3
(tiga)  Hari  setelah  penetapan  Calon Anggota  DPD  sebagai  Peserta  Pemilu  dan
ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

(3) LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
menggunakan formulir MODELLPPDK DPD.
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(4) Ketentuan mengenai  formulir  MODEL-LPPDK DPD sebagaimana dimaksud  pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

(5) LPPDK  Calon  Anggota  DPD  ditandatangani  oleh  Calon Anggota  DPD  yang
bersangkutan.

Pasal 79, yang berbunyi:

(1) Calon Anggota DPD wajib  menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi.

(2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

(3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama
15 (lima belas)  Hari  sesudah hari  pemungutan suara,  paling  lambat  pukul  23.59
waktu setempat.

(4) Penyampaian  LPPDK Calon  Anggota  DPD dilampiri dengan  LADK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(5) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan
LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

5. Peraturan mengenai  sanksi  Laporan  Penerimaan dan  Pengeluaran  Dana Kampanye
(LPPDK) Pemilihan Umum Tahun 2024:

(a) Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15
Tahun  2023  tentang  Pengawasan  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum,  yang
berbunyi:

Dalam  hal  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dan/atau  Calon  Anggota  DPD  tidak
menyampaikan LADK dan/atau LPPDK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan
KPU,  KPU Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  tingkatan  masing-
masing  memberikan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut: 

Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi:

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai
Politik  Peserta  Pemilu  tingkat provinsi,  dan  pengurus  Partai  Politik  Peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak
ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79  ayat  (3),  Calon  Anggota  DPD  yang  bersangkutan dikenai  sanksi
administrasi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 120 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan  mengenai  Ketentuan  Pidana  Pemilu memberikan  keterangan  tidak  benar
dalam laporan dana Kampanye: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
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Pasal 338, yang berbunyi:

(1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan
tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu
kepada  KPU,  KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  sampai  batas  waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan
dikenai  sanksi  berupa  pembatalan  sebagai  Peserta  Pemilu pada  wilayah  yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal
dana  Kampanye Pemilu  kepada KPU melalui  KPU Provinsi  sampai  batas  waktu
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 335  ayat  (3),  calon  anggota  DPD  yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran
dana  Kampanye  Pemilu kepada  kantor  akuntan  publik  yang  ditunjuk  oleh  KPU
sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik
yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam  hal  calon  anggota  DPD  Peserta  Pemilu  tidak  menyampaikan  laporan
penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik
yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
335 ayat  (3),  calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai  sanksi  administratif
berupa tidak ditetapkan menjadi calon.

Pasal 339, yang berbunyi:

(1) Peserta  Pemilu,  pelaksana  kampanye,  dan  tim  kampanye  dilarang  menerima
sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
a. pihak asing;
b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
c. hasil  tindak pidana yang telah terbukti  berdasarkan putusan pengadilan  yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan
atau menyamarkan hasil tindak pidana;

d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha
milik daerah; atau

e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
(2) Peserta  Pemilu,  pelaksana  kampanye,  dan  tim  kampanye  yang  menerima

sumbangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  menggunakan  dana
tersebut  dan  wajib  melaporkannya  kepada  KPU dan  menyerahkan  sumbangan
tersebut  kepada  kas negara  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari setelah  masa
Kampanye Pemilu berakhir.

(3) Peserta  Pemilu,  pelaksana  kampanye,  dan tim kampanye yang tidak  memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

(4) Setiap  orang  dilarang  menggunakan  anggaran  pemerintah,  pemerintah  daerah,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa
atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan
kepada pelaksana kampanye.

Pasal 426, yang berbunyi:

(1) Penggantian  calon  terpilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD
kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau

DPRD kabupaten/kota; atau
d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik. uang atau pemalsuan

dokumen berdasarkan putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(2) Dalam  hal  calon  terpilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau
huruf  d  telah  ditetapkan  dengan  keputusan KPU,  KPU  Provinsi  atau  KPU
Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

(3) Calon  terpilih  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu
yang  sama  di  daerah  pemilihan  tersebut  berdasarkan  perolehan suara  calon
terbanyak berikutnya.
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(4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

(5) KPU, KPU Provinsi,  atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota  paling  lambat  14  (empat belas)  hari  setelah  calon  terpilih
berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 496, yang berbunyi:

Peserta  Pemilu  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam
laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat
(2),  dan/atau ayat  (3)  serta Pasal  335 ayat  (1),  ayat  (2),  dan/atau ayat  (3)  dipidana
dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan
dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

C. Bahwa  dalam  rangka  memastikan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024  sebagai  perwujudan
sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian  hukum  serta  Pemilihan  Umum  yang  efektif  dan  efisien  di  Wilayah  Provinsi
Sulawesi  Selatan  pada  tahapan  Dana  Kampanye.  Maka  Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Memastikan  pelaporan  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye
(LPPDK) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan ketepatan waktu pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu paling lama 15 (lima
belas) Hari sesudah hari pemungutan suara atau pada Hari Kamis, 29 Februari 2024,
paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

3. Memastikan  kelengkapan  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye
(LPPDK) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memastikan  penerimaan  Dana Kampanye  tidak berasal  dari  sumber  yang  dilarang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Memastikan  kesesuaian  sumbangan  dengan  jumlah nominal  batasan  Dana
Kampanye.

6. Memastikan  kesesuaian  penerimaan dan/atau pengeluaran  Dana Kampanye  dalam
Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  (LPPDK)  dengan  bukti
penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

KETUA,

            MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.
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